BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian penulis, maka penulis dapat
menyimpulkannya bahwa tanggung jawab pelaksanaan kesanggupan pengelolaan
lingkungan hidup PT. Widaka Indonesia belum maksimal dalam pelaksanaannya.
Karena ada beberapa komponen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang
berada dalam matrik UKL - UPL tidak diimplementasikan dalam kegiatan usaha nya
yang mana bertentangan dengan Pasal 63 (f) PP PPPLH 22/2021. Hal ini menjadi
sebab terjadinya faktor pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terutama
penurunan kualitas udara yang menjadi berkurangnya udara ambien di wilayah
Keluarahan Jelekong khususnya di Kp. Cangkring yang letaknya dekat dengan lokasi
tambang. Peran pejabat pengawas lingkungan menjadi sangat penting juga karena
berfungsi menjadi tameng ke dua selain kesadaran pemarakarsa agar terjaganya
kelestarian lingkungan, sebab pejabat pengawas lingkungan berkewajiban memantau
segala aktifitas yang dilakukan usaha tambang agar usaha tambang tersebut sesuai

pada jalurnya.

2. Adanya kerugian yang dialami masyarakat terkait pencemaran udara, maka

perusahaan bertanggung jawab melakukan ganti rugi dengan perbuatan melawan
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hukumnya berupa pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerugian banyak
orang. Penerapan ketentuan ganti rugi tersebut dilakukan dengan berdasarkan prinsip
tanggung jawab mutlak (strich liability) yang mana unsur kesalahan tidak perlu
dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Bentuk ganti

rugi yang dilakukan oleh pemrakarsa berupa pemulihan dampak pencemaran udara.

B. Saran

1. Perusahaan ketika kegiatan usahanya berlangsung, maka wajib mengikuti dan
melaksanakan aturan yang telah disetujui demi menjaga keadaan lingkungan tetap
berada pada suatau mutu tertentu demi terjadinya kesinambungan dan keseimbangan
antara usaha yang dilakukan dengan kelestarian alam dan juga kesejahteraan
masyarakat sekitar selain itu agar nama baik perusahaan juga tidak tercemar. Dalam
pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lingkungan, pemerintah sebagai pengawas
pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan perlu
dilakukan pengawasan secara aktif terprogram serta berkelanjutan dan juga lebih jeli
dan bertindak tegas dalam pengawasannya. Aturan yang telah ada implementasikan
dengan benar sebagai pedoman upaya pengelolaaan dan pemantauan lingkungan.

Sementara untuk

2. Adanya kesalahan oleh PT Widaka Indonesia, maka sudah seharusnya melakukan
ganti rugi terhadap masyarakat berupa penanggulangan pencemaran udara akibat

kesalahan yang dilakukan.
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